PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa wuntuk mewujudkan efisiensi, efektivitas,
produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui pelaksanaan fungsi,
tugas, dan wewenang, serta hak dan kewajiban
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang,
serta adanya perubahan perolehan jumlah kursi
Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2019,
maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1
Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
PembentukanDaerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3789);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Perat uran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992
tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah
Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal
serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
Peraturan Pemerintah  Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Walikota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 4693 );

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015
tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5729);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



Menetapkan

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah  Kota Semarang Tahun 2007
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5
tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Daerah Kota Semarang Nomor 83);
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang  Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 183);
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 130);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) Sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 157);
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018
Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018
Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 54

Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari
jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota
tiap-tiap Fraksi.
Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 24 (dua
puluh empat) orang dengan ketentuan:
a. Unsur Pimpinan 4 (empat) orang ;
b. Unsur Fraksi :
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang
selanjutnya disebut Fraksi PDI Perjuangan sebanyak
8 (delapan) orang;
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang selanjutnya
disebut Fraksi Partai Gerindra sebanyak 2 (dua) orang;
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang selanjutnya disebut
Fraksi PKS sebanyak 2 (dua) orang;
Fraksi Partai Demokrat sebanyak 2 (dua) orang;
Fraksi Partai Golongan Karya — Partai Nasional Demokrat
yang selanjutnya disebut Fraksi Partai Golkar — NasDem
sebanyak 2 (dua) orang;
6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selanjutnya disebut
Fraksi PKB sebanyak 2 (dua) orang; dan
7. Fraksi Partai Amanat Nasional — Partai Solidaritas Indonesia
yang selanjutnya disebut Fraksi PAN - PSI sebanyak 2 (dua)
orang.
Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat
paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi,
dan Badan Anggaran.
Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan
Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan
Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat
kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa
keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua)
tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

ok



2. Ketentuan ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3.

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

Pasal 61

Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut
perimbangan dan pemerataan anggota komisi.

Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota
komisi yang terbanyak.

Anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
ketentuan:

a. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 5 (lima) orang;

. Fraksi Partai Gerindra sebanyak 2 (dua) orang;

Fraksi PKS sebanyak 2 (dua) orang;

Fraksi Partai Demokrat sebanyak 2 (dua) orang;

Fraksi Partai Golkar — NasDem sebanyak 1 (satu) orang;

Fraksi PKB sebanyak 1 (satu) orang; dan

g. Fraksi PAN - PSI sebanyak 1 (satu) orang.

Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu)
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris
Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.

Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan.

Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan
DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam
Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

mo oo T

Ketentuan ayat (2) Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi
dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan
paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 24 (dua
puluh empat) orang dengan ketentuan:
a. Unsur Pimpinan 4 (empat) orang;
b. Unsur Fraksi:

1. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 8 (delapan) orang;
Fraksi Partai Gerindra sebanyak 2 (dua) orang;
Fraksi PKS sebanyak 2 (dua) orang;
Fraksi Partai Demokrat sebanyak 2 (dua) orang;
Fraksi Partai Golkar — NasDem sebanyak 2 (dua) orang;
Fraksi PKB sebanyak 2 (dua) orang; dan
Fraksi PAN - PSI sebanyak 2 (dua) orang.

Nk



(4)

(5)

Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan
Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.

Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran
ditetapkan dalam rapat paripurna.

Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan
Anggaran dan bukan sebagai anggota.

Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat
kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa
keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu)
tahun berdasarkan usul Fraksi.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 75 diubah dan ditambahkan
4 (empat) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 75

Jumlah anggota Panitia Khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas)
orang.

Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang
diusulkan oleh masing-masing Fraksi.

Ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan
oleh anggota Panitia Khusus.

Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan ketentuan sebagai berikut:

Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 6 (enam) orang;

Fraksi Partai Gerindra sebanyak 2 (dua) orang;

Fraksi PKS sebanyak 2 (dua) orang;

Fraksi Partai Demokrat sebanyak 2 (dua) orang;

Fraksi Partai Golkar — NasDem sebanyak 1 (satu) orang;

Fraksi PKB sebanyak 1 (satu) orang; dan

g. Fraksi PAN - PSI sebanyak 1 (satu) orang.

Dalam hal ketua atau wakil ketua, dan/atau sekretaris Panitia
Khusus, berhalangan tetap maka dilakukan pemilihan kembali
ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris oleh anggota Panitia
Khusus dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Ketua atau wakil ketua, dan/atau sekretaris Panitia Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digantikan dari Fraksi yang
sama.

Dalam hal anggota Panitia Khusus, berhalangan tetap maka
dilakukan penggantian dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
digantikan dari Fraksi yang sama.

Moo T



5. Ketentuan ayat (2) Pasal 132 dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)
(2)
(3)
(4)

(9)

(6)

(10)

Pasal 132

Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan
anggota DPRD.

dihapus

Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan
jumlah komisi di DPRD.

Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk
1 (satu) Fraksi.

Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam
1 (satu) Fraksi yang sama.

Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat
bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak
2 (dua) Fraksi Gabungan.

Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk
diumumkan dalam rapat paripurna.

Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi Gabungan dapat dilakukan
paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan
Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai
Fraksi.

Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD,
Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman,
dan beban kerja anggotanya.

6. Diantara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni
Pasal 132A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132A

Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 terdiri dari:

Mo a0 o

Fraksi PDI Perjuangan;

Fraksi Partai Gerindra;

Fraksi PKS;

Fraksi Partai Demokrat;

Fraksi Partai Golkar — NasDem;
Fraksi PKB; dan

Fraksi PAN - PSI.



Pasal II
Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Oktober 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA,
ttd
KADAR LUSMAN

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 52
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